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This study aims to provide an overview of the development of anti-
corruption disclosure research in Indonesia published in SINTA 2,
SINTA 3, and international journals. This research uses the Charting the
Field method. The sample amounted to 23 articles that discussed anti-
corruption disclosure in Indonesia from 2014-2024. Mapping was done
by classifying articles based on population, sample, year of observation,
topic, and method. This study shows that anti-corruption disclosure
research articles in Indonesia are dominated by the private sector
population. The sample varies from an entity to 2,438 observations with
2 - 3 years of observation. Most articles examine antecedent topics with
variables of government ownership, company size, foreign ownership,
and industry type, also index measurement topics. Articles are dominated
by quantitative methods.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perkembangan
penelitian anti-corruption disclosure di Indonesia yang dipublikasikan
dalam jurnal terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional.
Penelitian ini menggunakan metode Charting the Field. Sampel
penelitian ini berjumlah 23 artikel yang membahas tentang anfi-
corruption disclosure di Indonesia dari tahun 2014-2024. Pemetaan
dilakukan dengan mengklasifikasikan artikel berdasarkan populasi,
sampel, tahun pengamatan, topik, dan metodenya. Penelitian ini
menunjukkan bahwa artikel penelitian anti-corruption disclosure di
Indonesia didominasi oleh populasi sektor privat, terutama perusahaan
seluruh sektor yang terdaftar di BEI. Sampel bervariasi mulai dari 1
instansi hingga 2.438 observasi dengan 2 — 3 tahun pengamatan. Sebagian
besar artikel meneliti topik anteseden dengan variabel kepemilikan
pemerintah, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tipe industri,
serta topik pengukuran indeks. Artikel didominasi dengan metode
kuantitatif.
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1.Pendahuluan

Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya penegakan
hukum telah dilakukan untuk mengatasi korupsi, hasilnya masih jauh dari ekspektasi (Hananti dkk.,
2023). Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih memprihatinkan, di mana
Indonesia sering kali berada di peringkat bawah, yaitu 115 dari 180 negara dengan skor 34 di tahun
2023 (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2024). IPK yang rendah ini menunjukkan bahwa publik dan pelaku
bisnis masih melihat korupsi sebagai masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik. Kasus
korupsi yang terjadi di Indonesia pun meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch
melaporkan tren jumlah kasus dan pelaku korupsi di Indonesia yang konsisten meningkat dari 2019
— 2023 dalam Gambar 1 (Anandya & Ramdhana, 2024). Kondisi ini tidak hanya merugikan secara
ekonomi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik,
hingga perusahaan besar penggerak perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih
intensif dan strategis untuk memberantas korupsi demi menciptakan tata kelola pemerintahan dan
ekonomi yang bersih dan transparan.

Dalam sektor publik, pengungkapan antikorupsi diatur dalam salah satu peraturan utama, yaitu
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme yang fokus pada pembersihan dan pembebasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
administrasi negara. D1 sisi lain, telah ditetapkan standar bagi sektor swasta dalam upaya antikorupsi.
Standar pengungkapan antikorupsi di perusahaan sektor swasta sering kali mengacu pada ISO
37001:2016. Standar internasional ini dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi,
mencegah, dan menangani korupsi. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana
membangun dan memelihara sistem manajemen antikorupsi yang efektif. Lebih lanjut dalam konteks
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang merekomendasikan perusahaan terbuka
untuk mengungkapkan kebijakan antikorupsi dalam laporan tahunan. Hal ini menjadi langkah yang
mendasari pentingnya entitas, baik sektor publik maupun swasta, dalam mengungkapkan kebijakan
dan upaya antikorupsi mereka.

Keterkaitan antara regulasi dan implementasi pengungkapan antikorupsi di Indonesia dapat
dilihat dari regulasi dan penelitian yang sudah ada. Pemerintah melalui UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ikut mengatur praktik dan pelaporan CSR, tetapi belum secara
spesifik menyebut aspek keberlanjutan mana yang wajib dijalankan dan dilaporkan (Pemerintah
Indonesia, 2007). Hal itu membuat pengungkapan antikorupsi di Indonesia masih bersifat sukarela.
Praktik yang bersifat sukarela ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Susanti dkk. (2018). Penelitian
tersebut mengungkapkan bahwa akibat masih bersifat sukarela, mayoritas perusahaan tidak
melakukan upaya pelaporan. Upaya program antikorupsi korporasi di Indonesia pun tergolong
rendah.
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Gambar 1. Tren Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi di Indonesia
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Topik pengungkapan antikorupsi mulai menarik perhatian peneliti. Meskipun belum banyak

dilakukan, penelitan yang telah dilakukan tergolong baru dalam hal waktu pelaksanaannya.
Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hartomo & Silvia (2019) yang meneliti anteseden
pengungkapan kebijakan antikorupsi perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Tyas &
Rahmawati (2023) yang berupaya melihat apakah karakteristik perusahaan dan tipe industri
berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Selain dianalisis faktor yang
mendasari pengungkapannya, kebijakan antikorupsi juga mulai diteliti pengaruhnya terhadap
variabel lain. Misalnya, penelitian oleh Khasanah & Kusuma (2020) yang mencoba meneliti
pengaruh pengungkapan antikorupsi terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan.

Secara global, penelitian mengenai pengungkapan antikorupsi menjadi menarik baru-baru ini.
Misalnya, penelitian Joseph dkk. (2016) yang membandingkan praktik pengungkapan antikorupsi di
Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini rupanya menjadi acuan bagi banyak penelitian lain yang lebih
baru. Penelitian dari Faisal dkk. (2022) misalnya, sebagai penelitian dalam jurnal internasional yang
berupaya meneliti faktor yang memengaruhi pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Lebih luas,
banyak penelitian lain yang meneliti topik serupa dalam konteks negara lain. Namun, saat ini belum
ada penelitian lain yang melakukan bibliographic review terhadap pengungkapan antikorupsi di
Indonesia. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan
penelitian pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan rangkuman
dan mengidentifikasi tren terkini mengenai penelitian tentang pengungkapan antikorupsi. Dengan
merangkum temuan dari studi sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
peneliti dalam pengembangan penelitian dengan topik serupa dan mengeksplorasi aspek yang belum
banyak dikaji di masa mendatang.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Anti-Corruption

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
(Transparency International). Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi (2023), korupsi merupakan
tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang melanggar hukum, norma, dan moral untuk
kepentingan pribadi atau kelompok dan dapat terjadi di lembaga pemerintah dan swasta. UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat 30 bentuk
atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu negara kerugian
finansial, penyuapan, penggelapan di kantor, pemerasan, tindakan penipuan, konflik kepentingan
dalam pengadaan, dan kepuasan. Kemudian, muncul praktik antikorupsi sebagai upaya pencegahan
yang dilakukan oleh pembuat peraturan untuk mengurangi tingkat korupsi. Perusahaan pun dapat turut
serta mewujudkan praktik antikorupsi melalui pelaporan kegiatan antikorupsi. Itu menjadi bentuk
tanggung jawab perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta pengakuan konsekuensi negatif
terhadap reputasi, integritas, dan legitimasi perusahaan apabila terlibat korupsi (ACCA, 2008).
Pengungkapan memiliki dampak positif berupa peningkatan transparansi yang berdampak pada nama
baik perusahaan atas isu korupsi yang berkembang di perusahaan (Krishnamurti, Shams, &
Velayutham, 2018).

2.2. Anti-Corruption Disclosure

Pengungkapan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela
sebagai komitmen perusahaan dan tindakan nyata dalam upaya melawan tindakan korupsi (United
Nations Global Compact, 2015). Pengungkapan antikorupsi yang termasuk dalam pengungkapan
terkait sosial, etika, lingkungan, dan keberlanjutan kini menjadi cara perusahaan dalam mewujudkan
akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan (Murwaningsari, 2009). Dampaknya, perusahaan
terbantu dalam mendapatkan atensi dan legitimasi dari para pemangku kepentingan melalui adanya
komunikasi kebijakan dan strategi antikorupsi yang dimiliki (Sari dkk., 2021). Kini, isu korupsi
menjadi perhatian khusus dalam aspek sosial perusahaan. Isu korupsi sangat mungkin menimbulkan
dampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan didorong untuk
menerapkan strategi dalam memerangi kegiatan antikorupsi.
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Pengungkapan antikorupsi dalam lingkup internasional dan nasional memiliki perbedaan regulasi.
Misalnya, Uni Eropa dengan undang-undang EU Corporate Sustainability Directive (CSRD) yang
mengacu pada European Sustainability Reporting Standards (ESRS) untuk pengungkapan upaya
antikorupsi (European Commission). Kemudian, Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) dengan OECD Anti-bribery Convention & Collective Action yang wajib
dijalankan oleh negara anggotanya (OECD). Sedangkan di Indonesia, regulasi yang ada belum bersifat
mewajibkan. Misalnya, Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Terbuka yang diterbitkan OJK merekomendasikan perusahaan terbuka untuk melakukan
pengungkapan kebijakan antikorupsi dalam laporan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Selain
itu, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ikut mengatur praktik dan pelaporan CSR,
tetapi belum secara spesifik menyebut aspek keberlanjutan mana yang wajib dijalankan dan
dilaporkan (Pemerintah Indonesia, 2007). Hal itu membuat pengungkapan antikorupsi di Indonesia
masih bersifat sukarela.

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan Charting the Field yang dikembangkan oleh Hesford dkk. (2006)
sebagaimana dalam Almaeda dkk. (2023) sebagai metode dalam penelitian ini. Peneliti
menggunakan data sekunder meliputi artikel-artikel pada jurnal nasional yang terindeks SINTA 2,
SINTA 3, dan artikel-artikel pada jurnal internasional. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan artikel
yang membahas anti-corruption disclosure di Indonesia untuk kemudian diidentifikasi populasi,
sampel, tahun pengamatan, hingga diklasifikasikan topik dan metodenya.

Artikel-artikel pada jurnal nasional peneliti akses melalui laman https://sinta.kemdikbud.go.id/.
Peneliti menggunakan jurnal nasional yang terindeks SINTA Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan akreditasi SINTA 2 dan SINTA 3. Dalam penentuan
sampel, peneliti menggunakan kata kunci “Akuntansi’, ‘“Accounting”, ‘“Manajemen”,
“Management”, “Bisnis”, “Business”, “Ekonomi”, “Economy”, “Fraud’, “Keuangan”, dan
“Finance”, serta menambah satu jurnal yaitu jurnal “Integritas: Jurnal Antikorupsi” karena relevansi
topik. Selanjutnya, peneliti membuka laman jurnal yang ditemukan dan mencari artikel dengan kata
kunci  “anti-corruption”, “anti-bribery”, ‘“antikorupsi”, “gri 2057, “disclosure”, dan
“pengungkapan”. Peneliti kemudian mengunduh artikel yang sesuai dengan topik anti-corruption
disclosure.

Artikel-artikel pada jurnal internasional peneliti akses melalui database Scopus, SpringerNature,
ScienceDirect, dan Emerald Publishing. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan kata kunci
“anti-corruption disclosure Indonesia”. Penambahan kata kunci Indonesia untuk menyaring
penelitian yang mencakup entitas di Indonesia sebagai sampel, mengingat pencarian dilakukaan di
database jurnal internasional. Peneliti kemudian mengunduh artikel yang sesuai dengan kata kunci.
Dengan seluruh artikel yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan tabulasi artikel yang memuat
informasi nama jurnal, judul artikel, nama penulis, tahun terbit, variabel, populasi dan sampel,
metode, dan hasil penelitian. Peneliti juga memisahkan klasifikasi antara artikel di jurnal
terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional karena adanya perbedaan standar yang
diterapkan pada artikel yang terbit di ketiga kategori jurnal tersebut.

Jurnal yang ditemukan berjumlah 208, dengan rincian 89 jurnal terakreditasi SINTA 2, 109 jurnal
terakreditasi SINTA 3, dan 10 jurnal internasional. Berdasarkan pencarian pada jurnal tersebut,
peneliti menemukan 23 artikel dengan rincian 7 artikel dari jurnal terakreditasi SINTA 2, 7 artikel
dari jurnal terakreditasi SINTA 3, dan 9 artikel dari jurnal internasional. Artikel yang telah ditemukan
kemudian menjadi sampel yang akan diklasifikasikan dalam penelitian ini berdasarkan populasi,
sampel, tahun pengamatan, hingga diklasifikasikan topik dan metodenya.

4. Hasil dan Pembahasan

Peneliti mengamati perkembangan penelitian anti-corruption disclosure yang dilakukan dalam
rentang tahun 2014 sampai dengan 2024 (11 tahun). Rentang yang luas dipilih untuk memungkinkan
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identifikasi tren dan perubahan pola penelitian dari waktu ke waktu. Hal itu termasuk adanya

perilisan regulasi terkait pada tahun 2015 oleh OJK, Surat Edaran No.032/SEJOK.04/2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mungkin berdampak pada pola penelitian. Dari
jumlah penelitian yang ada di rentang tersebut, topik pengungkapan antikorupsi dapat dikatakan
masih jarang dilakukan. Keseluruhan penelitian yang terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal
internasional hanya berjumlah 23 artikel dari 21 jurnal. Artikel-artikel tersebut dapat dirinci: 7 artikel
dari 7 jurnal terindeks SINTA 2, 7 artikel dari 6 jurnal terindeks SINTA 3, dan 9 artikel dari 8 jurnal
internasional.

Gambar 2 menunjukkan bahwa tren penelitian anti-corruption disclosure di Indonesia mulai
meningkat pada tahun 2020. Sebelumnya, hanya ditemukan 1 hingga 2 penelitian per tahunnya,
bahkan tidak terdapat penelitian dipublikasikan di tahun 2015. Jumlah tertinggi ditemukan pada
tahun 2020 dengan 5 penelitian: 2 artikel SINTA 2 dan 3 artikel jurnal internasional. Namun, jumlah
penelitian sempat mengalami penurunan pada 2 tahun berikutnya dengan hanya terdapat masing-
masing 1 penelitian. Tren kembali meingkat di tahun 2023 dengan 4 penelitian: 1 artikel SINTA 2
dan 3 artikel SINTA 3. Kemudian, sedikit menurun di tahun 2024 dengan 3 penelitian: 1 artikel
SINTA 2 dan 2 artikel jurnal internasional.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 7 artikel dari 7 jurnal terakreditasi SINTA 2 yang
membahas anti-corruption disclosure. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari ketujuh artikel
tersebut yaitu 40 kali dengan rata-rata 6 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan bahwa artikel
oleh Susanti dkk. (2018) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 16 sitasi. Artikel ini
membahas tinjauan literatur mengenai kebijakan antikorupsi korporasi, upaya pencegahan tindak
pidana korupsi bagi korporasi, dan meningkatkan efektivitas program antikorupsi, termasuk di
dalamnya praktik pengungkapan antikorupsi. Selanjutnya, jumlah sampel dari ketujuh artikel
tersebut yaitu 4.894 observasi dengan rata-rata 699 observasi. Sampel terbanyak yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Hartomo & Silvia (2019) dengan 2.438 observasi pada perusahaan seluruh
sektor yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Kemudian, tahun pengamatan dari ketujuh artikel
tersebut berkisar dari 1 hingga 5 tahun dengan rata-rata 3 tahun. Tahun pengamatan terlama, 5 tahun,
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartomo & Silvia (2019) dan Hartomo & Hutomo (2020).
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Gambar 2. Tren Penelitian Anti-Corruption Disclosure di Indonesia
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Tabel 1. Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel SINTA 2

Jurnal Artikel Jumlah Jumlah Tahun Pengamatan
Sitasi Sampel Rentang Jumlah
JAKI (Khasanah & Kusuma, 2020) 11 207 2016-2018 3
JKA (Hartomo & Silvia, 2019) 8 2438 2013-2017 5
ASSETS (Hartomo & Hutomo, 2020) 5 1864 2013-2017 5
MRAAI (Tyas & Rahmawati, 2023) 0 170 2019-2020 2
1JSAM (Makhdalena, Zulvina, & Zulvina, 2021) 0 81 2017-2019 3
1QTI (Wulandari, Irfan, Zakaria, & Mujahidin, 0 34 2021 1
2024)

INTE (Susanti dkk., 2018) 16 100 2018 1
Total 7 40 4894

Rata-rata 6 699 3

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 7 artikel dari 6 jurnal terakreditasi SINTA 3 yang
membahas anti-corruption disclosure. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari ketujuh artikel
tersebut yaitu 17 kali dengan rata-rata 2 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan bahwa artikel
oleh Kurniawan (2017) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 10 sitasi. Artikel ini
membahas pengungkapan informasi yang bersifat material pada laporan keberlanjutan. Selanjutnya,
jumlah sampel dari ketujuh artikel tersebut yaitu 2.055 observasi dengan rata-rata 294 observasi.
Sampel terbanyak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023) dengan 1.739 observasi pada
perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Kemudian, tahun pengamatan dari
ketujuh artikel tersebut berkisar dari 1 hingga 3 tahun dengan rata-rata 2 tahun. Tahun pengamatan
terlama, 3 tahun, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023) dan Kurniawan (2017).

Tabel 2. Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel SINTA 3

Jurnal Artikel Jumlah Jumlah Tahun Pengamatan
Sitasi Sampel Rentang Jumlah
OWNER (Permatasari & Prastiwi, 2023) 0 100 2020-2021 2
EJA (Indarto, 2023) 2 1739 2019-2021 3
JRABA (Kurniawan, 2017) 10 5 2014-2016 3
IMAR (Permatasari dkk., 2020) 1 69 2017 1
JCA (Hellenikapoulos & Utami, 2021) 0 34 2020 1
APFJ (Utami, Pranata, & Alinsari, 2023) 0 107 2021 1
(Saraswati, 2018) 4 1 2016 1
Total 7 17 2055
Rata-rata 2 294 2

Tabel 3. Jumlah Sitasi, Jumlah Sampel, dan Tahun Pengamatan Artikel Jurnal Internasional

Jurnal Artikel Jumlah Jumlah Tahun Pengamatan
Sitasi Sampel Rentang Jumlah
ICP (Joseph dkk., 2016) 242 58 2013 1
(Joseph dkk., 2019) 75 85 2016 1
JFC (Faisal dkk., 2022) 27 243 2018 1
AJAR (Ratu & Rahajeng, 2024) 0 450 2016-2018 3
REFF (Zulvina & Adhariani, 2020b) 1 402 2016-2017 2
JICC (Zulvina & Adhariani, 2020a) 12 302 2016-2017 2
JTAIT (Martani dkk., 2014) 19 434 2013 1
CG (Utami & Barokah, 2024) 1 503 2015-2019 5
JBE (Sari dkk., 2021) 90 117 2016 1
Total 9 467 2594
Rata-rata 52 288 2

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 9 artikel dari 8 jurnal internasional yang membahas anti-
corruption disclosure di Indonesia. Total sitasi per tanggal 23 November 2024 dari kesembilan
artikel tersebut yaitu 467 kali dengan rata-rata 52 sitasi. Jumlah sitasi setiap artikel menunjukkan
bahwa artikel oleh Joseph dkk. (2016) menjadi artikel yang paling banyak disitasi dengan 242 sitasi.
Artikel ini membahas perbandingan praktik anti-corruption disclosure antara sektor privat Indonesia
dan Malaysia dengan indeks pengukuran. Selanjutnya, jumlah sampel dari kesembilan artikel
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tersebut yaitu 2.594 observasi dengan rata-rata 288 observasi. Sampel terbanyak yaitu penelitian

yang dilakukan oleh Utami & Barokah (2024) dengan 503 observasi pada perusahaan sektor
konstruksi dari 7 negara Asia Pasifik tahun 2015-2019. Kemudian, tahun pengamatan dari ketujuh
artikel tersebut berkisar dari 1 hingga 5 tahun dengan rata-rata 2 tahun. Tahun pengamatan terlama,
5 tahun, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Utami & Barokah (2024).

Tabel 4. Klasifikasi Artikel berdasarkan Topik

Topik SINTA 2 SINTA 3 INTERNASIONAL
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Anteseden 4 57% 2 29% 5 56%
Konsekuensi 1 14% 0 0% 1 11%
Anteseden dan Konsekuensi 0 0% 0 0% 1 11%
Lainnya 2 29% 5 71% 2 22%
Total 7 100% 7 100% 9 100%
Tabel 5. Klasifikasi Variabel Anteseden dalam SINTA 2
Variabel Anteseden Jumlah % Pengaruh
Artikel Positif Negatif Tidak
Kualitas Audit 2 10%  (Hartomo & Silvia, 2019);
(Makhdalena dkk., 2021)
Tipe Industri 2 10%  (Tyas & Rahmawati, (Hartomo &
2023) Silvia, 2019)
Diversifikasi 2 10%  (Hartomo & Hutomo, (Hartomo &
2020) Silvia, 2019)
Kepemilikan 2 10%  (Hartomo & Silvia, 2019);
Pemerintah (Makhdalena dkk., 2021)
Ukuran Perusahaan 2 10%  (Tyas & Rahmawati, (Makhdalena
2023) dkk., 2021)
Keberadaan Komite 1 5%  (Hartomo & Silvia, 2019)
Tata Kelola
Anggota Komisaris 1 5% (Hartomo & Silvia, 2019)
yang Berafiliasi Politik
Kepemilikan 1 5% (Hartomo & Silvia, 2019)
Manajerial
Kepemilikan 1 5% (Hartomo &
Blockholder Hutomo, 2020)
Ukuran Komisaris 1 5% (Hartomo & Hutomo,
Independen 2020)
Ukuran Dewan 1 5% (Hartomo & Hutomo,
Komisaris 2020)
Operasi Internasional 1 5% (Tyas &
Rahmawati,
2023)
Ukuran Dewan Direksi 1 5% (Makhdalena dkk., 2021)
Profitabilitas 1 5% (Makhdalena
dkk., 2021)
Leverage 1 5% (Makhdalena
dkk., 2021)
Total 20 100%

4.1.Klasifikasi Berdasarkan Topik Pembahasan

Tabel 4 menunjukkan bagaimana 23 artikel yang diamati terbagi menjadi beberapa topik. Artikel
diklasifikasikan dalam 4 topik, yaitu anteseden, konsekuensi, anteseden dan konsekuensi, dan
lainnya. Topik anteseden berarti meneliti faktor-faktor yang memengaruhi anti-corruption
disclosure. Topik konsekuensi berarti meneliti dampak dari anti-corruption disclosure. Topik
anteseden dan konsekuensi berarti meneliti faktor dan dampak dari anti-corruption disclosure.
Terakhir, topik lainnya meneliti anti-corruption disclosure selain dari 3 klasifikasi sebelumnya.

Topik yang mendominasi secara keseluruhan yaitu anteseden. Dengan total 11 artikel, terdapat 4
artikel SINTA 2, 2 artikel SINTA 3, dan paling banyak 5 artikel jurnal internasional meneliti topik
ini. Artinya, sebagian besar artikel meneliti faktor-faktor yang memengaruhi anti-corruption
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disclosure. Hanya sedikit, yaitu masing-masing 1 artikel dari SINTA 2 dan jurnal internasional, yang
meneliti topik konsekuensi. Paling sedikit yaitu hanya 1 artikel, di jurnal internasional, yang meneliti
anti-corruption disclosure dalam topik anteseden sekaligus konsekuensi. Jumlah yang cukup besar,
9 artikel, justru berada dalam klasifikasi lainnya. Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 artikel SINTA 2,
2 artikel jurnal internasional, dan paling banyak 5 artikel SINTA 3.

Tabel 6. Klasifikasi Variabel Anteseden dalam SINTA 3

Variabel Anteseden Jumlah Artikel % Pengaruh
Positif Negatif Tidak

Ukuran Perusahaan 1 11%  (Permatasari & Prastiwi, 2023)

Umur Perusahaan 1 11%  (Permatasari & Prastiwi, 2023)

Net Profit Margin 1 11%  (Permatasari & Prastiwi, 2023)

Ukuran Dewan 1 11%  (Permatasari & Prastiwi, 2023)

Komisaris

Ukuran Dewan Direksi 1 11%  (Indarto, 2023)

Ukuran Komisaris 1 11% (Indarto, 2023)

Independen

Frekuensi Rapat Komite 1 11% (Indarto, 2023)

Audit

Keberadaan Komite 1 11%  (Indarto, 2023)

Tata Kelola

Kualitas Audit 1 11%  (Indarto, 2023)

Total 9 100%

Tabel 7. Klasifikasi Variabel Anteseden dalam Jurnal Internasional
Variabel Anteseden Jumlah % Pengaruh
Artikel Positif Negatif Tidak

Kepemilikan 3 13%  (Utami & Barokah, 2024) (Faisal dkk., (Sari dkk., 2021)

Pemerintah 2022)

Ukuran Perusahaan 2 9% (Faisal dkk., 2022); (Zulvina

& Adhariani, 2020b)

Kepemilikan Asing 2 9% (Sari dkk., 2021) (Faisal dkk., 2022)

Tipe Industri 1 4% (Faisal dkk., 2022)

Profitabilitas 1 4% (Zulvina &
Adhariani, 2020b)

Leverage 1 4% (Zulvina &
Adhariani, 2020b)

Umur Perusahaan 1 4% (Zulvina &
Adhariani, 2020b)

Female CEOs 1 4% (Zulvina & Adhariani,

2020a)
Female CFOs 1 4% (Zulvina &

Adhariani, 2020a)

Level of Education 4% (Martani dkk., 2014)

1
Size of Municipality 1 4% (Martani dkk., 2014)
Budgetary Capacity 1 4% (Martani dkk., 2014)
Level of Independence 1 4% (Martani dkk., 2014)
Kualitas Audit 1 4% (Utami & Barokah, 2024)
Country- professional 1 4% (Utami & Barokah, 2024)
accountant
Uncertainty Avoidance 1 4% (Utami & Barokah,

2024)

Government 1 4% (Sari dkk., 2021)
Dependence
International 1 4% (Sari dkk., 2021)
Operations
UNGC Membership 1 4% (Sari dkk., 2021)
Total 23 100%

4.2. Klasifikasi Variabel Anteseden

Tabel 5 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 4 artikel penelitian terkait anti-
corruption disclosure yang dipublikasikan pada jurnal SINTA 2. Secara keseluruhan, terdapat banyak,
yaitu 15, variabel anteseden yang pernah diteliti. Variabel yang lebih sering digunakan dalam
penelitian yaitu kualitas audit (10%), tipe industri (10%), diversifikasi (10%), kepemilikan pemerintah
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(10%), dan ukuran perusahaan (10%). Selain dari yang telah disebutkan, seluruh variabel lain baru 1
kali diteliti (5%). Tedapat inkonsistensi hasil penelitian pada variabel tipe industri, diversifikasi, dan
ukuran perusahaan. Inkonsistensi hasil dari ketiga variabel tersebut dapat menjadi alasan untuk
dilakukannya penelitian lebih lanjut atau mendalam. Dapat disimpulkan pula bahwa meski terbagi
dalam variabel yang lebih sering dan lebih jarang diteliti, seluruh variabel dapat dikatakan masih
jarang diteliti.

Tabel 6 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 2 artikel penelitian terkait anti-
corruption disclosure yang dipublikasikan pada jurnal SINTA 3. Variasinya tidak sebanyak pada
artikel SINTA 2, yaitu hanya 9 variabel. Itu mengingat bahwa baru ada 2 artikel yang meneliti topik
anteseden anti-corruption disclosure di jurnal SINTA 3. Dari 9 variabel tersebut seluruhnya baru
diteliti sebanyak 1 kali. Maka, tidak ada variabel tertentu yang dapat digolongkan sering diteliti.
Kesembilan variabel tersebut masih tergolong jarang dan menarik untuk diteliti.

Tabel 7 menunjukkan variabel anteseden yang diteliti dalam 5 artikel penelitian terkait anti-
corruption disclosure yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Secara keseluruhan, terdapat
banyak, yaitu 23, variabel anteseden yang pernah diteliti. Variabel yang paling sering digunakan
dalam penelitian yaitu kepemilikan pemerintah (13%). Variabel lain yang menyusul yaitu ukuran
perusahaan (9%) dan kepemilikan asing (9%). Selain dari yang telah disebutkan, seluruh variabel lain
yang ditemukan, sejumlah 20, baru 1 kali diteliti (4%). Pada variabel kepemilikan pemerintah,
terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang ada. Ketiga penelitian memiliki hasil yang berbeda:
pengaruh positif, pengaruh negatif, dan tidak berpengaruh. Inkonsistensi juga ditemukan pada variabel
kepemilikan asing, di mana penelitian oleh Sari dkk. (2021) menemukan hasil pengaruh negatif,
sedangkan penelitian oleh Faisal dkk. (2022) menemukan hasil tidak terdapat pengaruh. Selain itu,
dapat disimpulkan pula bahwa masih banyak variabel yang jarang dan menarik untuk diteliti.

4.3. Klasifikasi Variabel Konsekuensi

Tabel 8 menunjukkan variabel konsekuensi yang diteliti dalam artikel jurnal SINTA 2 dan jurnal
internasional. Terlihat bahwa jumlah penelitian pada konsekuensi anti-corruption disclosure jauh
lebih sedikit dibandingkan penelitian pada anteseden. Artikel Khasanah & Kusuma (2020) pada jurnal
SINTA 2 meneliti variabel earnings management, yang juga diteliti oleh Ratu & Rahajeng (2024)
pada jurnal internasional. Satu variabel lainnya yaitu firm value, diteliti oleh Zulvina & Adhariani
(2020a). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait konsekuensi dari anti-corruption disclosure
masih sangat berpotensi untuk digali lebih banyak.

Tabel 8. Klasifikasi Variabel Konsekuensi dalam SINTA 2 dan Jurnal Internasional

Variabel Konsekuensi Jumlah % Pengaruh
Artikel Positif Negatif Tidak

SINTA 2
Earnings Management 1 100% (Khasanah & Kusuma, 2020)
Total 1 100%
INTERNASIONAL
Earnings Management 1 50% (Ratu & Rahajeng, 2024)
Firm Value 1 50% (Zulvina & Adhariani, 2020a)
Total 2 100%

4.4. Klasifikasi Variabel Lainnya

Tabel 9 menunjukkan variabel lainnya yang diteliti dalam artikel di jurnal SINTA 2. Terdapat 1
artikel yang membahas pengukuran indeks anti-corruption disclosure dan 1 artikel lainnya
melakukan tinjauan literatur terhadap praktik anti-corruption disclosure. Kedua artikel tersebut
meneliti sampel yang berbeda, yaitu sektor publik yang dikhususkan pada PTKIN dan sektor swasta.
Sejauh ini, hanya ada 1 penelitian tinjauan literatur terhadap anti-corruption disclosure. Penelitian
ini cukup menarik, karena tinjauan dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan kasus-kasus yang
pernah ada, secara mendalam terhadap perusahaan yang sempat terlibat kasus korupsi. Penelitian
tinjauan literatur topik anti-corruption disclosure menjadi potensial untuk diteliti dalam fokus yang
berbeda.
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Tabel 10 menunjukkan variabel lainnya yang diteliti dalam artikel di jurnal SINTA 3. Peneliti
menemukan 5 artikel yang sama-sama meneliti pengukuran indeks anti-corruption disclosure dalam
sektor yang berbeda. Dari hasil penelitian kelima artikel tersebut, terlihat bahwa praktik anti-
corruption disclosure di Indonesia masih dalam ingkatan yang beragam antarsektor, mulai dari yang
rendah hingga tinggi. Dua artikel menjadikan perusahaan perbankan Indonesia sebagai sampel
dengan fokus penelitian yang sedikit berbeda. Penelitian oleh Kurniawan (2017) berusaha melihat
tingkat materialitas informasi anti-corruption disclosure. Sedangkan, penelitian oleh Utami dkk.
(2023) berfokus pada tingkatan praktik pengungkapan yang diukur dengan indeks. Selain kedua
artiikel tersebut, 3 artikel lainnya memiliki sampel yang berbeda-beda.

Tabel 11 menunjukkan variabel lainnya yang digunakan dalam artikel di jurnal internasional.
Kedua artikel bersifat komparasi yang membandingkan penerapan anti-corruption disclosure di
Indonesia dan Malaysia. Perbedaan antara keduanya yaitu penelitian oleh Joseph dkk. (2016)
menggunakan seluruh sektor perusahaan terbuka sebagai sampel, atau sektor privat. Sedangkan,
penelitian oleh Joseph dkk. (2019) menggunakan situs pemerintah provinsi dan City and Muncipal
Councils sebagai sampel, atau sektor publik. Belum ada penelitian lain yang melakukan komparasi
selain 2 artikel tersebut. Maka, penelitian komparatif ini masih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 9. Klasifikasi Variabel Lainnya dalam SINTA 2

Variabel Lainnya Artikel Hasil
Pengukuran Indeks (Wulandari dkk., 2024)  Anti-Corruption Disclosure di PTKIN dikatakan tinggi.
Tinjauan Literatur (Susanti dkk., 2018) Anti-Corruption Disclosure masih voluntary. Mayoritas

perusahaan tidak melakukan upaya pelaporan. Upaya program
antikorupsi korporasi di Indonesia pun tergolong rendah.

Total 2
Tabel 10. Klasifikasi Variabel Lainnya dalam SINTA 3
Variabel Lainnya Artikel Hasil
Pengukuran Indeks (Kurniawan, 2017) Anti-Corruption Disclosure perbankan Indonesia menjadi

urutan 6 dari 10 informasi yang bersifat material dalam
laporan keberlanjutan.

(Permatasari dkk., 2020) Anti-Corruption Disclosure Indonesia-based Company
tergolong rendah.

(Hellenikapoulos & Utami, 2021)  Anti-Corruption Disclosure Pemerintah Provinsi
Indonesia tergolong medium.

(Utami dkk., 2023) Anti-Corruption Disclosure perbankan Indonesia
tergolong high score.
(Saraswati, 2018) Anti-Corruption Disclosure pada LIPI telah diterapkan.
Total 5

Tabel 11. Klasifikasi Variabel Lainnya dalam Jurnal Internasional
Variabel Lainnya Artikel Hasil
Komparasi (Joseph dkk., 2016)  Anti-Corruption Disclosure perusahaan Indonesia lebih tinggi
dibanding perusahaan Malaysia.
(Joseph dkk., 2019)  Anti-Corruption Disclosure Pemerintah Provinsi Indonesia lebih
tinggi dibanding City and Muncipal Councils Malaysia.

Total 2

4.5 Klasifikasi Populasi dan Metode Penelitian

Tabel 12 menunjukkan klasifikasi populasi yang diteliti dalam artikel-artikel terindeks SINTA 2,
SINTA 3, dan jurnal internasional. Dalam pengklasifikasian antara sektor swasta dan sektor publik,
penelitian didominasi oleh sektor swasta dengan total 18 artikel. Lima artikel lainnya menggunakan
populasi sektor publik dalam penelitiannya. Dari artikel yang meneliti sektor swasta, populasi yang
paling sering diteliti yaitu perusahaan terdaftar di BEI secara keseluruhan, dengan 5 artikel.
Kemudian, disusul oleh perusahaan manufaktur, perusahaan nonkeuangan, perusahaan perbankan,
dan perusahaan dengan tingkat korupsi tertinggi menurut OECD dengan masing-masing 2 artikel. Di
sisi lain, artikel yang meneliti sektor publik paling banyak dilakukan dalam populasi pemerintah
provinsi dengan 2 artikel.
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Tabel 12. Klasifikasi Populasi
Populasi SINTA2 SINTA3 INTER  Jumlah
Sektor Swasta

Perusahaan Manufaktur 1 1 2
Perusahaan Terdaftar di BEI 2 1 2 5
Perusahaan Nonkeuangan 1 1 2
Perusahaan Pertambangan 1 1
Seluruh Perusahaan Sektor Swasta 1 1
Perusahaan Perbankan 2
Perusahaan Indonesia-based 1 1
Perusahaan dengan Tingkat Korupsi Tertinggi (OECD) 2 2
Perusahaan Konstruksi 1 1
Perusahaan dengan GRI sebagai Benchmark 1 1
Total Sektor Swasta 6 5 7 18
Sektor Publik
PTKIN 1 1
Pemerintah Provinsi 1 1 2
LIPI 1 1
Pemerintah Kota 1 1
Total Sektor Publik 1 2 5
Tabel 13. Klasifikasi Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif
Jumlah % Jumlah %

SINTA 2 6 30% 1 33%

SINTA 3 5 25% 2 67%

INTERNASIONAL 9 45% 0 0%

Total 20 100% 3 100%

Tabel 13 menunjukkan klasifikasi metode penelitian yang digunakan pada artikel-artikel yang
terindeks SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Sejumlah 20 penelitian atau sebagian besar
menggunakan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif, dilakukan oleh 3 penelitian. Pada artikel
terindeks SINTA 2, 6 artikel menggunakan metode kuantitatif dan 1 artikel menggunakan metode
kualitatif. Artikel yang menerapkan metode kualitatif berupa pendekatan studi literatur dan analisa
peraturan perundang-undangan oleh Susanti dkk. (2018). Pada artikel terindeks SINTA 3, 5 artikel
menggunakan metode kuantitatif dan 2 artikel menggunakan metode kualitatif. Artikel yang
menerapkan metode kualitatif berupa analisis deskriptif informasi pada laporan keberlanjutan oleh
Kurniawan (2017) dan pendekatan studi literatur dan analisa peraturan perundang-undangan oleh
Saraswati (2018). Pada artikel jurnal internasional, 9 artikel seluruhnya menggunakan metode
kuantitatif dan tidak ada artikel yang menggunakan metode kualitatif.

4.6 Peluang untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti menemukan bahwa penelitian yang membahas topik konsekuensi dari adanya anti-
corruption disclosure masih sedikit, yaitu hanya 3 artikel sebagaimana dirincikan pada Tabel 8.
Artikel Khasanah & Kusuma (2020) meneliti variabel earnings management, yang juga diteliti oleh
Ratu & Rahajeng (2024). Satu variabel lainnya yaitu firm value, diteliti oleh Zulvina & Adhariani
(2020a). Hal ini menjadi kesempatan untuk melakukan penelitian kembali terhadap variabel tersebut
maupun memulai penelitian yang lebih beragam terkait topik konsekuensi. Beberapa contoh variabel
konsekuensi yang dapat diteliti dapat mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas dampak
dari pengungkapan CSR, sebagai topik general dari pengungkaan antikorupsi. Misalnya, variabel cost
of capital yang masih relevan diteliti menurut studi bibliometrik pengungkapan CSR oleh Bosi,
Lajuni, Wellfren, & Lim (2022). Sebab, terjadi inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian terkait
apakah pengungkapan CSR mempermudah manajemen mengelola cost of capital atau justru
meningkatkan jumlahnya. Studi bibliometrik tersebut juga menyebut beberapa variabel lain yang
berpeluang diteliti, seperti nilai perusahaan dan kinerja keuangan.

Telah dirincikan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 bahwa topik anteseden sudah cukup banyak
dibahas dalam penelitian-penelitian yang ada. Namun, bukan berarti topik ini tidak menarik lagi untuk
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diteliti, sebab jumlah penelitian per variabelnya masih di angka yang sedikit. Termasuk variabel yang
paling sering diteliti, kepemilikan pemerintah, masih memiliki inkonsistensi hasil penelitian. Artikel
Hartomo & Silvia (2019), Makhdalena dkk. (2021), dan Utami & Barokah (2024) menunjukkan
adanya pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap anti-corruption disclosure. Namun, hasil
yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Faisal dkk. (2022) bahwa terdapat pengaruh negatif
dan penelitian oleh Sari dkk. (2021) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan
inkonsistensi tersebut, penelitian selanjutnya dapat meneliti lagi variabel kepemilikan pemerintah.
Inkonsistensi juga terlihat pada penelitian terhadap variabel tipe industri, diversifikasi, ukuran
perusahaan, dan kepemilikan asing. Selain variabel yang terdapat inkonsistensi, peluang penelitian
juga ditunjukkan pada variabel yang jarang diteliti (sejauh ini hanya 1 kali) oleh penelitian
sebelumnya. Variabel tersebut di antaranya ukuran komisaris yang berafiliasi politik (Hartomo &
Silvia, 2019), kepemilikan manajerial (Hartomo & Silvia, 2019), keberagaman gender dewan direksi
(Zulvina & Adhariani, 2020a), serta tingkat pendidikan dewan direksi dan dewan komisaris (Martani
dkk., 2014).

Untuk variabel lainnya sebagaimana dirincikan pada Tabel 9, Tabel 10, dan Tabel 11, penelitian
berupa tinjauan literatur pernah dilakukan oleh Susanti dkk. (2018) yang menemukan bahwa upaya
pelaporan antikorupsi korporasi di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian jenis ini dapat coba
diterapkan pada sektor tertentu yang memiliki regulasi lebih ketat tentang korupsi. Yang kedua,
penelitian pengukuran indeks pernah dilakukan pada /ndonesia-Based Company, pemerintah provinsi,
PTKIN, dan sektor perbankan. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian pada sektor lain
seperti energi, industri, infrastruktur, atau bahkan membandingkan tingkat pengungkapan dari
berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal itu sejalan dengan bagaimana jenis penelitian yang ketiga,
studi komparatif, masih menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seperti yang pernah dilakukan oleh Joseph
dkk. (2016) dan Joseph dkk. (2019), praktik anti-corruption disclosure antara Indonesia dan Malaysia
dibandingkan. Penelitian selanjutnya dapat mencoba membandingkan terhadap negara berkembang
lainnya dengan karakteristik serupa. Secara keseluruhan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mendorong tren dari penelitian topik anti-corruption disclosure agar lebih menjadi perhatian bagi
entitas publik maupun privat di Indonesia.

5.Kesimpulan

Korupsi masih menjadi tantangan besar, kebijakan antikorupsi pun mulai diterapkan. Sebagai
upaya mendukung regulasi yang ada dan proaktif dalam mencegah korupsi, entitas publik dan privat
melakukan anti-corruption disclosure. Praktik dari anti-corruption disclosure mulai menarik
perhatian peneliti, sehingga perlahan menunjukkan kenaikan tren sejak 2020. Penelitian topik ini di
Indonesia paling awal yaitu tahun 2014, kemudian cukup stagnan hingga 2019. Secara lebih rinci,
peneliti telah mengkaji penelitian anti-corruption disclosure di Indonesia melalui artikel pada jurnal
terakreditasi SINTA 2, SINTA 3, dan jurnal internasional. Peneliti berhasil menemukan 23 artikel
dalam periode 2014-2024 yang terbagi menjadi 7 artikel dari 7 jurnal terindeks SINTA 2, 7 artikel
dari 6 jurnal terindeks SINTA 3, dan 9 artikel dari 8 jurnal internasional.

Berdasarkan topik penelitian, topik anteseden mendominasi dan disusul dengan topik lainnya
yang sebagian besar berupa pengukuran indeks. Variabel yang sering diteliti yaitu anteseden berupa
kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tipe industri. Masih banyak
variabel yang jarang diteliti, seperti ukuran dewan komisaris yang berafiliasi politik, kepemilikan
manajerial, keberagaman gender dewan direksi, serta tingkat pendidikan dewan direksi dan dewan
komisaris. Variabel anteseden yang sering diteliti sekalipun masih memiliki inkonsistensi hasil
penelitian, seperti pada kepemilikan pemerintah dan ukuran perusahaan. Sedangkan, topik
konsekuensi masih berjumlah sedikit, hanya 3 penelitian. Hal itu menjadikan variabel firm value,
earnings management, dan cost of capital berpeluang untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian, penelitian
didominasi pada sektor swasta, terutama dengan sampel perusahaan terdaftar di BEI secara
keseluruhan sektor. Untuk metode yang digunakan, sebagian besar menggunakan metode kuantitatif.
Hanya ada tiga artikel dengan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur dan analisis
deskriptif. Masih banyak peluang untuk penelitian selanjutnya, mengingat sedikitnya penelitian yang
membahas anti-corruption disclosure di Indonesia sekaligus meningkatnya perhatian akan topik ini.
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Misalnya, berfokus pada penelitian topik konsekuensi, maupun anteseden variabel kepemilikan
pemerintah, tipe industri, diversifikasi, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing.

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan pencarian terutama di jurnal internasional. Database
internasional yang diakses terbatas pada Scopus, SpringerNature, ScienceDirect, dan Emerald
Publishing, sehingga mungkin melewatkan artikel lain di Wiley-Blackwell, Taylor and Francis,
prosiding konferensi, dsb. Penggunaan kata kunci pada database internasional pun terbatas pada
“anti-corruption disclosure Indonesia” sehingga mungkin mengabaikan artikel dengan kata kunci
sinonim seperti “anti-bribery”. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat lebih mendalami kata
kunci serupa, menambah cakupan database, maupun mencoba aspek pemetaan penelitian yang lain
misalnya penggunaan teori.
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